
176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

 

 

CURRICULUM VITAE PENULIS 

A. Identitas Diri 

Nama    : Muhammad Luthfi 

Tempat, Tgl Lahir : Bekasi, 22 Februari 1995                        

Jenis Kelamin   : Laki-laki  

Agama     : Islam  

Alamat di Malang  : Jl Cengger Ayam Dalam 1 No 100  

Alamat Asal  : Perumahan Taman Wisma Asri II Blok BB 32/22 Bekasi  

Utara  

NIM     : 135030601111018 

Fakultas / Jurusan  : Fakultas Ilmu Administrasi/ Administrasi Publik 

Universitas   : Universitas Brawijaya  

No. Telepon   : 081280013559 

Alamat E-mail   : luthfimuhammad02@gmail.com 

 

B. Riwayat Pendidikan Formal 

No Pendidikan Formal Tahun 

1 TA Nurus Sa’adah Bekasi Utara 2000-2001 

2 SDN Teluk Pucung VII Bekasi Utara 2001-2007 

3 SMP Mutiara 17 Agustus Bekasi Utara 2007-2010 

4 SMA Negeri 4 Bekasi Utara 2010-2013 

5 

S-1 Minat Perencanaan Pembangunan 

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu 

Administrasi, Universitas Brawijaya 

2013-2018 

mailto:luthfimuhammad02@gmail.com


178 

 

 

 

LAMPIRAN 1 

SURAT IZIN RISET FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI 

 

 

 

 



179 

 

 

 

LAMPIRAN II 

SURAT IZIN PENELITIAN BANGKESBANGPOL KOTA MALANG 

 

 

 



180 

 

 

 

LAMPIRAN III 

SURAT IZIN PENELITIAN BADAN PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU (BPTSP) PROVINSI DKI JAKARTA 

 



181 

 

 

 

LAMPIRAN IV 

SURAT KETENTUAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

 



182 

 

 

 

LAMPIRAN V 

DOKUMENTASI PENILITI PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN DKI JAKARTA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

 

 

LAMPIRAN VI 

DOKUMENTASI PENILITI DI RUSUNAWA JATINEGARABARAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

 

 

LAMPIRAN VII 

PEDOMAN WAWANCARA 

1) Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa 

dalam upaya mengurangi permasalahan permukiman kumuh di Provinsi DKI 

Jakarta ? 

a. Standar dan Sasaran Kebijakan  

1) Dalam melakukan implementasi kebijakan pembangunan rumah susun 

sederhana sewa tentunya dinas memiliki standar kebijakan untuk 

menjadi acuan dalam melekasanakan implementasi tersebut, apakah ada? 

Kalau ada apa saja? 

2) Apakah DPRKP sudah melakukan kegiatan pembangunan rusunawa 

sesuai dengan standar yang dimiliki? 

3) Siapa sasaran dari implementasi kebijakan pembangunan rumah susun 

sederhana sewa dalam upaya mengurangi permasalahan permukiman 

kumuh di Provinsi DKI Jakarta? 

b. Sumber Daya 

1) Dalam melakukan implementasi kebijakan pembangunan rumah susun 

sederhana sewa dalam upaya mengurangi permasalahan permukiman 

kumuh di Provinsi DKI Jakarta sumber daya apa saja yang diperoleh? 

2) Selain sumber daya dalam hal anggaran apakah ada sumber daya lain yang 

turut serta dalam implementasi kebijakan pembangunan rumah susun 

sederhana sewa dalam upaya mengurangi permasalahan permukiman 

kumuh di Provinsi DKI Jakarta sumber daya apa saja yang diperoleh? 

3) Apakah semua sumber daya yang ada dapat mambantu dalam melakukan 

implementasi kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa dalam 

upaya mengurangi permasalahan permukiman kumuh di Provinsi DKI 

Jakarta dengan baik? 

c. Karakteristik Agen Pelaksana 

1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta 

adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di sektor perumahan dan 

bangunan gedung  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
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Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Provinsi DKI Jakarta Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 274 tahun 2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman 

Pengelolaan, bagaimana peran DPRKP dalam pengorganisasian 

implementasi kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa dalam 

upaya mengurangi permasalahan permukiman kumuh di Provinsi DKI 

Jakarta? 

a. Komunikasi Antar Organisasi 

1) Bagaimana pola hubungan DPRKP selaku pelaksana implementasi 

kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa dalam upaya 

mengurangi permasalahan permukiman kumuh di Provinsi DKI Jakarta? 

b. Sikap Pelaksana Implementasi Kebijakan 

1) Bagaimana sikap pelaksana dalam melakukan implementasi kebijakan 

pembangunan rumah susun sederhana sewa dalam upaya mengurangi 

permasalahan permukiman kumuh di Provinsi DKI Jakarta? 

2) Upaya apa yang dilakukan pelaksana kebijakan kepada masyarakat 

implementasi kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa dalam 

upaya mengurangi permasalahan permukiman kumuh di Provinsi DKI 

Jakarta dapat berjalan dengan lancar?   

c. Implementasi Kebijakan 

1) Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan rumah susun sederhana 

sewa dalam upaya mengurangi permasalahan permukiman kumuh di 

Provinsi DKI Jakarta berlangsung? 

2) Siapa saja yang berhak atas hasil dari pembangunan rumah susun 

sederhana sewa di Provinsi DKI Jakarta? 

3) Apa saja fasilitas yang ditawarkan rusunawa untuk masyarakat? 

4) Derajat perubahan seperti apa yang di harapkan DPRKP terhadap 

masyarakat yang telah tinggal di rusunawa?  
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2. Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan pembangunan 

rumah susun sederhana sewa di DKI Jakarta dalam upaya mengurangi 

permukiman kumuh di Provinsi DKI Jakarta? 

a. Apa saja Faktor pendukung dalam Implementasi kebijakan pembangunan 

rumah susun sederhana sewa di DKI Jakarta?  

b. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi kebijakan pembangunan 

rumah susun sederhana sewa di DKI Jakarta?  

 

 


